TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HARGA
SEWA TEMPAT JUALAN DI DERMAGA BOM

(Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Sahri Darmawan
NPM : 1621030228

<Lon?ss

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H /2021 M



TINJAUAN HUKUM ISLAMTERHADAP PENENTUAN HARGA
SEWA TEMPAT JUALAN DI DERMAGA BOM

(Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Sahri Darmawan
NPM : 1621030228
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbingl :Dr. H.Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbingll : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2021 M



ABSTRAK

Dermaga BOM adalah salah satu Dermaga yang terletak di Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Dermaga ini dikelola oleh
aparatur Desa Maja dan Masyarakat Desa Maja untuk kesejahteraan masyarakat
Desa Maja. Sistem sewa menyewa yang terdapat disana terjadi perbedaan
penentuan harga sewa berdasrkan masyarakat asli Desa Maja dan bukan
masyarakat Desa Maja. Permasalahan yang di angkat mengenai perbedaan
penentuan harga pada sistem pembayaran sewa yang diterapkan pada masyarakat
desa maja dan bukan masyarakat desa maja. Sebagaimana ketentuan harga
tersebut 4.000.000 untuk masyarakat desa maja dan 6.000.000 untuk bukan
masyarakat desa maja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan.
Adapun rumusan maslah sebagai berikut: 1) Bagaimana Sitem Penentuan harga
sewa-menyewa yang terjadi pada penjual yang menyewa lapak di dermaga Desa
Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan? 2) Bagaimana Tinjauan
Hukum Islam terhadap penentuan harga sewa-menyewa yang terjadi di dermaga
Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan? Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui praktik pelaksanaan sewa-menyewa yang terjadi pada penjual
yang menyewa lapak di dermaga Desa Maja. Untuk mengetahui Bagaimana
perbedaan penetapan harga sewa-menyewa yang terjadi di dermaga Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian yang diangkat mengunakan merupakan jenis field research
(lapangan) dan library reseach (pustaka) dengan metode deskriptif analitis,
sumber data yang didapat dari data primer dan data sekunder dengan metode
pengumpulan data Observasi dan Wawancara. Analisa data yang digunakan ialah
analisis kualitatif.

Hasil penelitian_yang didapat perbedaan. penetapan harga sewa yang
dikelola dikarenakan yang melestarikanslapak adalah koperasi dermaga BOM
sedangkan yang melestarikan lapak pedagang kaki lima iyalah penduduk
setempat. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, penetapan harga
sewa dilakukan untuk kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini agar tercipta
keadilan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dermaga Bom
Desa Maja. Hal ini telah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum Islam
yang bersifat adil. Sehingga penetapan Harga di Dermaga BOM di Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan Hukumnya diperbolehkan.
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“Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.”. (Q.S An-Nisa Ayat 29)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam
memahami judul skripsi ini maka perlu kiranya dijelaskan terlebih
dahulu mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan judul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Sewa Tempat Jualan di
Dermaga BOM (DM) (Study di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan. Adapun istilah yang akan dijelaskan
adalah sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam-adalah sistem atau kaidah yang didasarkan
pada_wahyu-Allah SWT dan sunnah-Rasul _mengenai tingkah laku
mukalaf«(orang yang dibebani kewajibanyang diakui dan diyakini yang
mengikat bagi semua pemeluknya.' Dalam lingkup kajian hokum Islam
para ahli berbeda pandangan dalam meninjau dan mengklasifikasi
hukum Islam. Contohnya: Hukum mumalah (Ahkam Al-muamalah)
yaitu hukum-hukum yang berhubung dengan pergaulan hidup dalam

masyarakat mengenai kebendaan dan Hak-hak, serta meyelesaikan

YIriyani Eva, Hukum Islam Dan demokrasi Hak Asasi Manusia. Jurna lllmiah Universitas
batanghari) h. 17.



persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang
piutang, gadai, hibah.?

Harga sewa adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan
uang atau barang lain untuk manfaat yang di peroleh dari suatu barang
atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat
tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada
suatu produk barang dan jasa. Secara istilah syariah, Menurut ulama
figih antara lain disebut oleh Al-jazairi sewa (ljarah) dalam akad
terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut
sabig sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan
jalan penggantian.®

Berdasarkan Istilah-istilah pada judul, sebagaimana diungkap
diatas makawyang dimaksud dalam.gudul ini adalah penulis ingin
Meninjau secara Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Sewa
Tempat Jualan di Dermaga Bom (Studi di Desa Maja Kecamatan

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

. Latar Belakang Masalah

Figih Muamalah terdapat kegiatan yang dalam muamalah seperti
berjual beli sewa-menyewa, pinjam meminjam untuk memenuhi

kehidupan sehari-hari.

3-4.

?|smaill Nawawi, Figih Muamalah Klasikdan Kontemporer, (Bogor. Ghalia Indonesia.2012.) h.

% 1bid . h. 185.



Perjanjianya, upah harus diberikan semestinya, jafar dan ulama
syafi’iyah berpendapat bahwa ljarah fasid sama dengan jual beli fasid,
yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh
barang sewaaan.

Biaya sewa diketahui karena “Abu Sa’id Al-Khudri r.a. berkata
Rasullullah  SAW melarang penyewaan pekerja hingga upahnya
dijelaskan kepadanya” (HR.Ahmad). Allah menurunkan wahyunya
sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an menjelaskan tentang
sikap tolong-menolong itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan
hidup mereka.

ljarah (sewa-menyewa); yang salah satu tujuanya adalah saling
membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan
dimana dalam.sewa menyewa pihak penyewa butuh terhadap pemilikan
manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan
harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang bukan

barangnya tetapi manfaatnya.



Dermaga BOM adalah salah satu Dermaga yang terletak di Desa
Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Dermaga ini
dikelola oleh aparatur Desa Maja dan Masyarakat Desa Maja untuk
kesejahteraan masyarakat Desa Maja. Sistem sewa menyewa yang
terdapat disana terjadi perbedaan penentuan harga sewa berdasrkan
masyarakat asli Desa Maja dan bukan masyarakat Desa Maja.
Permasalahan yang di angkat mengenai perbedaan penentuan harga
pada sistem pembayaran sewa yang diterapkan pada masyarakat desa
maja dan bukan masyarakat desa maja. Sebagaimana ketentuan harga
tersebut 4.000.000 untuk masyarakat desa maja dan 6.000.000 untuk
bukan masyarakat desa maja.

. Fokus dan Subfokus.Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu kepada ljarah yaitu praktik sewa
menyewa_dalam hukum Islam adalah_suatu manfaat untuk jangka
waktu tertentu dan dengan harga bayaran yang tertentu, yaitu lebih
fokus kepada penentuan harga dalam sewa menyewa yang terjadi di
Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang maslah diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan
menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan maslah sebagai

berikut:



20

1. Bagaimana Sistem Penentuan harga sewa-menyewa yang terjadi
pada penjual yang menyewa lapak di dermaga Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan harga
sewa-menyewa yang terjadi di dermaga Desa Maja Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Sistem Penentuan harga sewa-menyewa
yang terjadi pada penjual yang menyewa lapak di dermaga
Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
b. Untuk mengetahui.Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan
harga sewa-menyewa yang terjadi di dermaga Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran
keislaman pada umumnya di akademik Fakultas Syariah
jurusan muamalah pada khususnya, selain itu diharapkan
menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses
pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil
yang maksimal. Bagi masyarakat penelitian ini dapat
membantu memberikan alternative informasi, bahan referensi,

serta memberikan pemahaman terkait dengan aturan untuk
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pelaku usaha yang menjual barang dalam keadaan terbungkus.
Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian
selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung
dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan bobot yang tinggi,
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang
menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau
referensi yang ada kaitanya dengan skripsi ini merupakan sumber
yang sangat penting untuk menyusun_beberapa pokok pembahasan
yang dimaksudkan. = Setelah menelusuri beberapa referensi
pembahasannya hampir mirip dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penentuan Harga Sewa Tempat Jualan Di Dermaga BOM”,
Penulis menemukan sejumlah Skripsi terdahulu maupun jurnal yang
berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos dalam Persfektif
Hukum Islam (Studi pada Rumah Kos Al-zahra di Sukarame,

Bandar Lampung).® Hasil penelitian menyampaikan bahwa

“Sistem Penetapan harga Harga Sewa Rumah Kos dalam Persfektif Hukum Islam (Studi
pada Rumah Kos Al-zahra di Sukarame, Bandar Lampung)



22

penetapan harga sewa rumah kos dalam penelitian ini adalah
bagaimana perbedaan harga sewa rumah kos al-zahra di Sukarame
Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang
perbedaan harga sewa rumah kos al-zahra di Sukarame Bandar
Lampung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Sewa
Tempat Jualan Di Dermaga BOM” yang berfokus pada Sewa
Tempat di dermaga BOM Lampung Selatan berdasarkan
masyarakat asli dan luar Desa Maja.”

Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Dagang di Rest Area
Persefektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rest Area Wates
Kecamatan Gading Rejo‘Kabupaten Pringsewu).® Hasil penelitian
menyampaikan bahwa penetapan. harga sewamenyewa lahan
dagang direst area persefektifshukum,islam (Studi Kasus di Rest
Area Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)
dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan menyewa lahan
dagang di rest area persefektif hukum Islam (Studi Kasus di Rest
Area Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu), dan
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan menyewa
lahan dagang di rest area persefektif hukum Islam (Studi kasus di

Rest Area Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).

*Ade Mareta Handayani , Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak
(Studi Di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang

Bawang Barat), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

®pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Dagang di Rest Area Persefektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Rest Area Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Sewa Tempat
Jualan Di Dermaga BOM” yang berfokus pada persfektif Hukum
Islam nya saja.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak
(Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung
Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh Ade Mareta
Handayani. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN
Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata
1 program Studi Muamalah Fakultas Syariah. Hasil penelitian
menyampaikan bahwa penerapan sewa lapak dalam penelitian ini
adalah bagaimana perbedaan harga sewa lapak pasar Unyil di
Desa - Gunung Agung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam
tentang ‘perbedaan harga sewarlapak Pasar di Desa Gunung
Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang
Barat. Berbeda dengan penelitian yang dilakkan oleh penulis yaitu
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Sewa Tempat
Jualan Di Dermaga BOM”yang berfokus pada sewa dalam 1
tempat di dermaga BOM Lampung Selatan.’

4. Salma Ummi dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum
Islam Tentang Penetapan Harga Sewa Vila di Pekon Kiluan

Negeri Kabupaten Tanggamus. Skripsi ini  memaparkan

"Ade Mareta Handayani , Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak
(Studi Di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten tulang Bawang
Barat), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



24

bagaimana praktik sewa menyewa vila di Pekon Kiluan Negeri
Kabupaten Tanggamus, dan bagaimana tinjauan hukum Islam
tentang praktik sewa menyewa di vila di Pekon Kiluan Negeri
Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari
Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil
penelitian dapat dikemukakan bahwa vila di Pekon Kiluan Negeri
Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berjumlah 13 vila namun
yang aktif beroperasi hanya 9 vila. Praktik perjanjian sewa
menyewa 2 dari 9 vila tersebut dilakukan oleh penjaga dengan
penyewa Vvila bukan kepada pemilik vila langsung, pemilik vila
memberikan ‘kuasa kepada penjaga vila untuk™ menjaga dan
merawat. Akad sewa menyewa dilakukan dalam bentuk lisan
dengan cara_ bertatap mukassecara_langsung, setelah akad
disepakati barulah penyewa menempati vila yang sudah dibayar
lunas pada awal perjanjian. Menurut Hukum Islam praktik sewa
menyewa dua dari sembilan vila yang dilakukan penjaga dan
penyewa vila menjadi fasid atau cacat karena tidak memenuhi
salah satu rukun sewa menyewa yaitu pelaku akad tidak
mempunyai kewenangan sempurna atas objek akad yang
digunakan.® Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis

yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Harga

® salma Ummi, Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan harga Sewa Vila di Pekon
Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 3.
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Sewa Tempat Jualan di Dermaga BOM (Studi Kasus di Desa
Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”. Dalam
penelitian ini peneliti akan menganalisis lebih lanjut tentang
praktik penentuan harga sewa tempat jualan yang terjadi di Desa
Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Feby Nur Khotimah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan untuk Usaha
di Karimun Jawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. SKripsi
ini membahas tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum
Islam terhadap penentuan jasa sewa lahan untuk usaha di Karimun
Jawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini adalah
penelitian lapangan yang . bersifat deskriptif-analisis dengan
memakai metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian
dapat" dikemukakan bahwa_praktikpenentuan jasa dewa lahan
untuk usaha menggunakan akad ijarah. Penentuan harga yang
dilakukan pada pemilik lahan kepada penyewa merupakan
menyewa bangunan dan menyewa lahan, namun pada praktiknya
akad ijarah yang terjadi pada lahan tersebut pemilik lahan
menentukan harga berdasarkan ukuran lahan dan fasilitas yang
diberikan kepada penyewa. Berdasarkan hukum Islam penetapan
harga sewa dilakukan untuk kepentingan bersama, dalam hal ini
agar terciptanya keadilan bersama pihak yang bersangkutan. Hal

ini telah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum Islam yang
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bersifat adil serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
Sehingga penetapan harga lahan di Karimun Jawa Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung hukumnya diperbolehkan (mubah).’
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Penentuan Harga Sewa Tempat Jualan di
Dermaga BOM (Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan”. Dalam penelitian ini peneliti akan
menganalisis lebih lanjut tentang praktik penentuan harga sewa
dan akan ditinjau apakah praktik harga sewa tersebut sesuai atau
tidak dengan syari’at Islam.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat beberapa
perbedaan dari ‘penelitian.sebelumnya diantaranya penelitian ini
berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga sewa
tempat gjualan..di Dermaga BOM (Studi Kasus di Desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”. Dalam penelitian
ini peneliti akan menganalisis lebih lanjut tentang praktik penentuan
harga sewa tempat jualan yang terjadi di Desa Maja Kecamatan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Dan akan ditinjau apakah
praktik harga sewa tersebut ini sesuai atau tidak dengan syari’at Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian.

° Feby Nur Khotimah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Jasa Sewa Lahan untuk
Usaha di Karimun Jawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, (Skripsi: UIN Raden Intan
Lampung, 2021), h. 3.
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Jenis Penelitian dalam Skripsi ini termasuk dalam penelitian
(Field Research) penelitian lapangan yaitu penelitian langsung
terjun ke lapangan untuk mecari dan mengumpulkan data yang
diperlukan dalam menemukan informasi.™
b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai
fakta-fakta, Sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara diantara
unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu dalam data yang

diperoleh peneliti dari lapangan.

2. Sumber data

Penglitiansini. memperoleh sumberdata,dari :

a. Data Primer adalah data yang di peroleh/bersumber langsung
dari responden tau objek yang diteliti. '* Yaitu penjual yang
menyewa lapak pada dermaga Desa Maja Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah tekhnik pengumpulan data riset, yang
dilakukann dengan cara membaca buku, jurnal, artikel,

majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan

1%artini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cer. Ke VII (Bandung : Mandar
Maju 2004), h. 32.
! Muhammad pabundu, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), h. 57.
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judul skripsi. Yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai
refrensi lalu di olah ke dalam skripsi untuk menemukan dan
menganalisa data untuk menemukan sebuah keterangan serta
dapat memecahkan suatu masalah.?
3. Populasi dan Sampel.
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.** Metode
pengumpulan data dengan jalan mencatat seluruh elemen yang
menjadi objek penelitian. Kumpulan dari seluruh elemen
tersebut dinamakan populasi atau universe. Elemen-elemen itu
bias berupa: orang, barang, unit organisasi. ** Adapun yang
menjadi Populasi dalam. penelitian ini, penulis mengambil
keseluruhan populasi yang ada yang berjumlah 7 orang yang
bersangkutan dalam praktek-sewa, menyewa pada dermaga
BOM maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
yaitu 1 pihak penyewa masyarakat desa Maja dan 1 pihak
penyewa dari luar desa Maja, 1 pihak yang menyewakan,
kepala desa Maja, pengelola Dermaga BOM Desa Maja.

b. Sampel

12y
Ibid, h. 58.
BSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka
Cipta,2013), h. 173.
“Ibid, h. 68.



29

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang
diteliti dalam suatu penelitian.*> Menurut Suharsimi Arikunto,
apabila populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan
sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada.
Selanjutnya jika populasinya lebih besar dari 100 orang dapat
diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.*®

Mengacu kepada pendapat tersebut di atas, penulis
mengambil jumlah sampel penelitian sebesar keseluruhan
populasi yakni berjumlah 7 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi
Observasi Adalah pengamatan langsung di-lapangan berisi
item-item yang tentang kejadian dilapangan: Observasi yang
dilakukan.yaitu dengan mengamatizkeadaan tempat yang tidak
sesuai.

b. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang
bersumber dari responden saat penelitian dilapangan.’” Atau

wawancara adalah tanya jawab antara petugas dengan

1> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 131.

Ibid., h. 132.

7 Abdul Khadir Muhammad Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Adaya
Bakti,2004) h. 120.
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responden yang diwawancarai adalah penyewa lapak/
pedagang kaki lima.™®

c. Dokumentasi
Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk
menggambarkan sebuah keadaan pada objek penelitian.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai
(relevan) denggan masalah. Atau penelitian kembali data yang
telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah
dikumpulkan tersebut cukup baik dan relevan untuk diproses
atau diolah lebih lanjut.*®

b. Sistemating adalah melakukan pengecekan data/bahan yang
diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai
dengan klasifikasi data yang diperoleh.?

6. Analisis Data.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dalam
penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan tekhnik pengumpulan bermacam-macam. Analisis
data kualitatif bersifat Induktif, yaitu analisis berdasarkan data
yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipoptesis.

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis

83ypranto, Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran. (Jakarta:Rineka) Cipta, h. 85.
*Moh Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis. (Jakarta: Bumi Aksara) h. 75.
“Noer Saleh, Mu sanet, Pedoman Membuat Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung 1989), h. 16.
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sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara
deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Analisis
deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara mengurangi dan
merinci kalimat-kalimat ~ yang ada sehingga dapat ditarik
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan

menggunakan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

I. Sistematika Pembahasan
Agar dapat memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka

peneliti membagi menjadi lima bab, masing-masing bab diuraikan lagi
menjadi beberaparsub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun
sistematika pembahasan dalam skripsi-ini selengkapnya adalah

sebagai berikut:

Pada bab pertama memaparkan secara singkat beberapa
permasalahan yang melatar belakangi serta urgensi dilakukannya
penelitian ini, disamping itu penulis juga merumuskan masalah-
masalah yang ada, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam skripsi ini menerangkan secara rinci tentang

jual beli dalam islam, mengenai pengertian sewa menyewa, dasar
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hukum sewa menyewa, rukun sewa menyewa, Syarat sewa menyewa, ,
macam-macam sewa menyewa, hak dan kewajiban sewa menyewa,
batal dan berakhirnya sewa menyewa, serta penetapan harga/ tas 'ir.

Bab Kketiga ini menerangkan secara rinci deskripsi objek
penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan penjelasan
mengenai praktik sewa menyewa lapak di dermaga BOM desa Maja
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat berisi analisis penelitian praktik sewa menyewa
lapak di dermaga BOM desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan.

Bab lima penutup menerangkan kesimpulan dan rekomendasi
berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif
supaya .dapat dijadikan sebagai-bahan panduan bagi yang
membutuhkan;.dan bab terakhir..ini* merupakan hasil akhir dari

keseluruhan skripsi ini.
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BAB |1

KAJIAN TEORI

A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Sewa Menyewa

ljarah secara etimologis, berasal dari kata: sl — jab — 1) —
5l al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadu (ganti).
Oleh sebab itu, al-sawab (pahala) dinamai al-ajru (upah). ljarah juga
berarti upah, sewa, atau imbalan. Secara istilah pengertian ijarah
adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran
atau bayaran tertentu. Lafadz ijarah mempunyai pengertian umum
yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau-imbalan suatu
kegiatan, atau upah melakukan'sesuatu aktifitas. ljarah bermakna
suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan
memberikan imbalan dengan“jumlah tertentu dalam waktu tertentu.
Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan
menjual dari benda itu sendiri.**

Pengertian sewa menyewa atau ijarah terlebih dahulu akan
dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri, Idris
Ahmad dalam bukunya yang berjudul figih Syafi’i berpendapat bahwa
ijjarah Dberarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau

menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu mujir dan

! Helmi Karim, Figh Islam (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.
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musta’jir yang memberikan upah dan yang menerima upah
sedangkan.?

Kamaludin marzukih sebagai penerjemah Figih Sunnah karya
Sayyid Sabig menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa. Dari
2 buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa
Arab kedalam bahasa Indonesia antara sewa, makna operasional sewa
biasanya digunakan untuk benda seperti seorang mahasiswa menyewa
kamar untuk tempat tinggal selama kuliah. Menurut bahasa ialah iwad
arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah sedangkan menurut
istilah para ulama berbeda mendefinisikan ijarah antara lain adalah
menurut ulama hanafiyah akad untuk membolehkan pemilikan
manfaat yang diketahui dengan sengaja dari suatu zat yang disebabkan
dengan imbalan yang kedua menurut malikiyah nama bagi akad-akad
untuk kemanfaatan yang bersifat.manusiawi dan untuk sebagai yang
dapat dipindahkan berdasarkan definisi di atas kiranya dapat dipahami
bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan nya
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa.?

Menurut Sayyid Sabiq dalam Figih Sunah, al ijarah berasal dari
kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut

pengertian syara’ ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari

“’Hendi Suhendi. Figih Muamalah.(Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h.113.
ZIsmail Nawawi. Figih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. (Bogor: Ghalia Indonesia.
2012) h.185.
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barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau
biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.*

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu
kemanfaatan dengan pengganti.”® Kemanfaatan dengan pengganti.
Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad
atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan
mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti
tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa
ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam
waktu tertentu dengan pengganti.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah;. ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat).atas suatu barang atau jasa.dalam waktu tertentu melalui
pembayaran'sewa/upah, tanpa diikuti'dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan pada penyewa.?

Definisi figh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat)

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

2%Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba
Empat, 2013, h. 228.

»Rachmat Syafi’i, Figh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

% Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.Lihat dalam
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.
55.



22

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.”’

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian
bahwa ljarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang
bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang
lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan
kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah
ditentukan.

Menurut Syafi“i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.?®

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-ijarah
syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau
timbangan yang.diberikan sebagai-upah atas pekerjaan. Secara istilah
ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan
hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa
rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah,
menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan

sebagainya.”

2"Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press,
2009, h. 124.

%Muhammad Syafi“l Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press,
Jakarta, h. 177.

2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljarah Syirkah, Al-ma‘rif, Bandung,
1995, h. 24.
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Menurut Gufron A. Mas’’adi dalam bukunya Figh muamalah
kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan
sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang
memperjual belikan suatu harta benda.*

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau
ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian
umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan
suatu kegiatan atauupah karena melakukan aktifitas.*

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam
jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu
benda, bukan menjual lain dari suatu benda itu sendiri.

Ada. perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke
bahasandonesia, antara sewa danwupah,juga ada perbedaan makna
operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah,
sedangkah upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang
berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua
minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa

disebut ijarah.*

®Gufron A.Mas“adi, Figh Muamalah Kontekstual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, h. 181.

*! Helmi Karim, Figih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 113.

*?Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 113.
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Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan
ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30
yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.®

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu
penerimaan sebagairimbalan dari pemberi kepada penerima kerja
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah danakan di lakukan,
befungsi'sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan
dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan
yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan
penerima.*

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah

dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja,

*Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,h. 5.
**Http://www.academis.edu./Pengertian dan perbedaan gaji dan upah .di akses pada
26agustus 2019 Pukul 13.01.
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kesepakatan,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi
pekerja dan keluarganya.®

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah
suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai
dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja
atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan
atas dasar perjanjian kerja.

Dengan demikian ljarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang
melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang
memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa
untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah
ditentukan oleh syara’ tanpadiakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam:

a. ljarahwyang berhubungan dengan.sewa jasa, yaitu mempekerjakan
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

b. ljarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang
lain dengan imbalan biaya sewa.®

Menurut Sayyid Sabiq dalam Figih Sunah, al ijarah berasal dari
kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut

pengertian syara’ ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari

®peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1.Poin b.
% Ascara, akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.
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barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya
sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.*’

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu
kemanfaatan dengan pengganti.®® Kemanfaatan dengan pengganti.
Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad
atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan
mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti
tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa
ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam
waktu tertentu dengan pengganti.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ljarah;. ljarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat).atas suatu barang atau jasa.dalam waktu tertentu melalui
pembayaran'sewa/upah, tanpa diikuti'dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan pada penyewa.*

Definisi figh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat)

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

%7Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba
Empat, 2013, h. 228.

8Rachmat Syafi’i, Figh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

¥ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.Lihat dalam
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h.
55.
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sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.®®

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian
bahwa ljarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang
bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang
lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan
kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah
ditentukan.

Menurut Syafi“i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.**

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-ijarah
syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau
timbangan yang.diberikan sebagaisupah atas pekerjaan. Secara istilah
ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan
hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa
rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah,
menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan

sebagainya.*?

“Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press,
2009, h. 124.

“Muhammad Syafi“I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press,
Jakarta, h. 177.

“2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljarah Syirkah, Al-ma‘rif, Bandung,
1995, h. 24,
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Menurut Gufron A. Mas"“adi dalam bukunya Figh muamalah
kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan
sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang
memperjual belikan suatu harta benda.®

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau
ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian
umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan
suatu kegiatan atauupah karena melakukan aktifitas.*

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam
jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu
benda, bukan menjual ,,ain dari suatu benda itu sendiri.

2..Dasar Hukum Sewa Menyewa
Masalah hukum boleh atau tidaknya transaki sewa-menyewa

sebenarnya hukum setiap kegiatan bermu’amalah adalah boleh. Hal
ini sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:
AAD e A % S A Gt L Y

Artinya: “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali

ada dalil yang mengharamkannya. A5

Landasan Hukum tentang perjanjian sewa menyewa dapat

dijumpai dalam Al-Qur’an, hadis, Ijma’, serta ketentuan hukum

“Gufron A.Mas“adi, Figh Muamalah Kontekstual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, h. 181.

** Helmi Karim, Figih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 113.

M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, Al-Qawaid Al-Fighiyyah Pengantar Memahami
Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah, Juz 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 80.
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positif. Penjelasan mengenai dasar hukum tersebut, yakni sebagai

berikut:

a. Al-Quran.
Adalah dasar hokum yang menduduki peringkat pertama dalam
menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan
beragama.*

1. Q.S.Az-Zukhurf ayat 32 yang berbunyi:

hﬁ)}uﬂ\a)&\gw?@uww&)ugjuweh\
JJA‘JJJ&-\AAJ}LJJMLAAMMM&-\AJJUAM@JQM
YY e U

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian
mereka atas sebagian.yang'lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan
antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang
mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat
mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir)
Allah agar mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain.
Disinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkan
satu dengan yang lain. Karena seseorang tidak akan bisa
melakukan segala sesuatu nya tanpa jasa atau layanan orang lain.

Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri

“® AhsinW. Alhafidz, Kamus Figh,(Jakarta:BumiAksara,2013), h.13.
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tanpa jasa tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin
mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain
meskipun mereka mempunyai banyak uang.
b. Hadits

As-Sunnah adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau
diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya, segala
sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi
disebut As-Sunnah. Boleh jadi berita itu berwujud ucapan,
tindakan, pembicaraan (tagrir), keadaan, kebiasaan, dan lain-
lain.* Adapun sunnah yang menerangkan tentang sewa menyewa

adalah:

) Lo ) T e ) ) Ae O & 5508 &2
w#))&y‘)eh}‘d“— ‘&éﬂ‘dw))ﬁmb Sl 2l
M\Jd\wﬁwﬁjﬁwdﬁﬁ}uﬁhdud.\d]\‘_,’_u

(goldll ol 55 mida Lagiila o JUT 36 35 58 5 L 4138 5

Artinya : “Dart Urwah bin"Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra
istri Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam berkata:
Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seseorang laki-laki dari suku
Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk
agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian

menyerahkan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan

*"Muhzuhri, Hadis Nabi Telaah Historis & Metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, cet. Ketiga, 2011), h.1.

8 Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sindi, Juz
2, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), h. 33.
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kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. ” (Hadis

Riwayat Al-Bukhari).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abdullah bin Umar,

by adle 0 L ) 055 06 ¢ 06 gl Wl aa)y SaE S

“(anke 0l ols 5 ) ABDe Cang O B 8531 1t
Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah bersabda:
Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya
kering. ” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi
tersebut jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya
dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh
masyarakat.

c. ljma
Selain Al-quran dan as-Sunnah, dasar hukum ljarah.adalah Ijma
“Umat Muslim pada masa sahabat telah ber-ijma” bahwa ijarah
diperbolehkan karena bermanfaat bagi~manusia, semua ulama
sepakat dan‘tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan
ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang
£

berbeda pendapa

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Agar transaksi sewamenyewa atau upah mengupah menjadi
sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun perbedaan
rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam, rukun

sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat

* Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, (Mesir: Maktabah
Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 81.
*°Rachmat Syafe"i. Figih Muamalah. (Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h.124.
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sewa menyewa, dan hal itu tidak akan terjadi sewa-menyewa
tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan syarat sewa menyewa
jalah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak
termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

Unsur-unsur atau rukun ijarah adalah:

a. Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut mu ’jir (orang
yang menyewakan).

b. Orang yang memberikan di sebut musta’jir (orang yang
memberikan sewa disebut musta’jir (orang yang menyewa atau
penyewa).

c. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut ma jur
(sewaan) dan,

d. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat di sebut ajran atau
ujrah (upah).

Menurut jumhurulama, rukun ijarah itu terdiri dari:

a. dua orang yang melakukan akad (muajir dan musta ’jir),

b. shigat (ljab dan qabul)

c. ujrah dan manfa’ah.

Sedangkan syarat ijarah terdiri beberapa syarat sebagaimana syarat

dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat in’igad yaitu syarat yang berkaitan degan terjadinya akad
seperti Aqid (orang yang berakad) di syaratkan berakal dan
mumayiz.

b. Syarat nafadz, yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan
akad bahwa dalam syarat barang yang dijadikan sebagai objek

ijarah mesti sesuatu yang dimiliki secara penuh.
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Menurut ulama mazhab Hanafi, Rukun ljarah hanya ada satu
yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan gabul (persetujuan terhadap
sewa-menyewa).

Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada

empat yaitu:

a. Muta’aqidan (Orang yang menyewa dan yang menyewakan),
masing-masing harus memenuhi syarat:

1) Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau

orang yang di larang mengelola uangnya (mahjur).

2) Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang
dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya
akad atau pembatalan-kontrak. Dengan kata lain, kedua belah
pthak yang melakukan akad sudah dewasa dan tidak ada
paksaanwyang tidak dibenarkan‘menurut hukum Islam. Syarat
kedewasaan merupakan hal yang sangat rasional, karena orang
dewasalah yang mampu melakukan akad dengan sempurna.
Sehubungan dengan syarat kedewasaan ini, para ulama mazhab
Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah akadnya
anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang
baik dan yang buruk (mumayyiz). Berbeda dengan mereka,
ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang
yang melakukan akad tidak harus mencapai usia dewasa

(baligh), tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh
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melakukan akad ljarah, dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
Demikian pula dengan syarat tidak adanya unsur paksaan
karena dengan syarat tersebut akan dapat menghindarkan
ketidakrelaan dari kedua belah pihak dan akibat-akibat buruk
lainnya. Apabila salah satu pihak dan akibat-akibat buruk
lainnya. Apabila salah satu pihak ada yang dipaksa untuk
menyewakan barangnya, maka perjanjian Ssewa-menyewa
|.51

tersebut dianggap bata

b. Shigat (ljab dan gabul)
Shigat (ljab dan gabul) yaitu harus ada kesepakatan ijab dan

gabul. Hendaknya ljab dan Qabul itu memakai kalimat yang biasa
dipakai. ljab dan_gabul dalam sewa-menyewa merupakan segala
sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukan
adanya_ persetujuan kedua belah  pihak, vyaitu pihak yang
menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam ljab dan gabul tidak
diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan
adalah saling ridla (rela) antara kedua belah pihak.

c. Adanya manfaat penyewan (ma “qud alayh).

Ma"qud alayh adalah manfaat barang atau benda yang
menjadi objek sewa dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan
atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek
sewa-menyewa. Syarat manfaat penyewaan adalah:

1) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.

*'Hendi Suhendi. Figih Muamalah.(Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 95.
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2) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang
menyewa.

3) Hendaknya manfaat itu menurut keseriusan dan tidak main-
main.

4) Objek sewa-menyewa harus jelas dan bernilai, hal ini perlu
untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena
itu barang yang akan dijadikan objek sewa-menyewa perlu
diketahui mutu dan kegunaanya.

5) Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal, bukan yang
haram.

6) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat
diserahkan dan-dapat dimanfaatkan.

7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah diperbolehkan
dalam-agama. = Perjanjian-ssewa-menyewa barang yang
kemanfaatannya tidak di perbolehkan dalam agama adalah
tidak sah dan wajib untuk di tinggalkan, misalnya sewa-
menyewa rumah untuk prostitusi.

8) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas
dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan
peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang

yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat
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digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan.
d. Sewa atau imbalan.
Syarat sahnya sewa atau imbalan adalah:
1) Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai yang jelas.
2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan
barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka
uang sewanya juga harus lengkap.
3) Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa®
ljarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah
merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka
tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya
kebutuhan tehadap barang-barang.©rang:miskin membutuhkan harta
dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang
miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip
diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, ijarah sesuai dengan
prinsip syari’ah Islam.

Manfaat dan hikmah sewa menyewa sangatlah besar, karena
sewa menyewa merupakan bentuk kebijaksanaan Allah  SWT untuk

hamba-hambanya Karena semua manusia mempunyai kebutuhan

>2 Nasrun Haroen. Figih Muamalah.(Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77.
*3Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h.
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untuk dipenuhi guna melanjutkan hidupnya sepeti sandang, pangan,

dan papan.

Adapun hikmah dari sewa menyewa antara lain sebagai berikut:

a. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.

b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian
terhadap orang lain.

c. Dapat menciptakan hubungan silahtuhrahmi dan persaudaraan
antara penyewa dan yang menyewakan.

d. Dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan
kegiatan muamalah.

e. Menghindari sifat barang yang mubazir.

f. Dengan adanya’, sewa-menyewa tersebut seseorang dapat
menerima faedah dari pada barang yang di sewakan.*

Rukun=rukun dan syarat syarat ijarah adalah sebagai berikut
mujir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa
atau upah mengupah mujir adalah yang memberikan upah yang
menyewakan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu di syaratkan pada mu’jir dan
musta’jir adalah  baligh berakal cakap melakukan Tasya
mengendalikan harta dan saling meridhoi Allah Subhanahu Wa

Ta’ala.surah an-Nisa ayat 29:

ué\}u“ﬁwsu\ wduuesmesxy\ \jxsuwjm; umn@_,
Y4 L 38 G G el 158 Vs R

>* Nasrun Haroen ,Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.211.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang kepadamu.”

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui
manfaat barang yang akan diangkatkan dengan sempurna sehingga
dapat mencegah terjadinya perselisihan.>

Sighat ijab qobul antara mukjizat dan musta’jir ijab kabul sewa
menyewa dan upah mengupah hijab kubus yang menyimpang
misalnya aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000 apa
kamu saja yang jawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga
demikian setiap hari meja komputer misalnya seseorang berkata aku
serahkan kebun ini.kepadamu.dari cangkul dengan upah setiap hari Rp
5.000 kemudian mustazhir menjawab Aku akan kerjakan pekerjaan ini
sesuai dengan apa yang kau ucapkan.

Ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak
baik dalam sewa-menyewa maupun dengan upah mengupah.

Barang yang disebabkan atau sesuatu yang dikerjakan dalam
upah mengupah disyaratkan kepada barang yang disewakan dengan
beberapa syarat berikut:

Kendala barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan
upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya adalah benda yang
menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan

kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya khusus dalam

**Hendi Suhendi. Figih Muamalah.(Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 117.



39

sewa-menyewa manfaat dari benda yang disampaikan adalah perkara
yang mubah boleh menurut syara bukan hal yang dilarang diharamkan
benda yang disewakan di syaratkan kekal zatnya hingga waktu yang
ditentukan menurut perjanjian dalam akad.*®

4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Sewa Menyewa

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban
yang dapat dan/atau harus di penuhi oleh pihak yang menyewakan
atau yang menerima sewa. Hak dan kewajiban pihak penyewa

(musta 'jir), yaitu:

[EEN

. Hak pihak penyewa

2. Memanfaatkan barang yang disewa.

3. Mendapatkan jaminan.akanbarang yang di sewa.

4. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang di sewa.

5. Kewajiban pihak penyewa:>’

a) Wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-
syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya.

b) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak
barang yang disewa.

c) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang
disewa kepada pihak yang menyewakan.

d) Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati kedua belah

pihak (yang menyewakan dan menyewa).*®

>® Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:GayaMedia Pratama,2007), h. 278.
°’ Rachmat Syafe“i. Figih Muamalah.(Jakata Pt.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 114.
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Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu ‘jir):

1. Hak pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga
sewaannya.

2. Wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat
digunakan secara optimal oleh penyewa.

3. Menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa.

4. Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang
yang menyewanya.

5. Batal dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang
telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus
menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling-menambah
dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat
bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagaiberikut:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah
pekebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus
dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa
seseoang, maka ia segera di bayar upahnya.

b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad
karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa di wariskan. Akan
tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan

wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat

*®Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),h.233.
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menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli,

yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu
pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait
dengan utang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-
masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama
Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah
tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar
untuk menggali atau ngebor air dibawah tanah, sebelum
pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Beda
dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi
ijarah hanyalah objeknya mengandung cacat atau” manfaat yang
dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi
banjif'besar:>

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang
lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu
tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut
termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu
pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia,
perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang
menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu masih tetap ada.

Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka

**Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 238.
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kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pihak
yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.
B. Penentuan Harga (7as’ir)

1. Pengertian Tas’ir
Kata ras’ir berasal dari kata sa’ara-yas’ran yang artinya

menyalakan. Secara etimologi kata at-zas’ir (s#i)) seakar dengan
kataas-si 7 ()= harga) yang berarti penetapan harga.”® Kata as-
si’r ini di gunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai
penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan
nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, sa’arat aasy-syay a tasiran,
artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti
tawar-menawar. Jika dikatakan, as’aru wa sa’aru, artinga mereka
telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karema itu, tas’ir
secara bahasa berarti taqdir as-si 7i (penetapan/penentuan harga).
Dalam fikih"Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga
suatu barang,yaitu as-saman dan as-si ’r. “As-saman” adalah harga
satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara “as-si’»” adalah harga
yang di tentukan untuk barang dagangan.®* Kata as-si 7u jamaknya
as’arartinya harga (sesuatu). Kata as-si’ruini digunakan di pasar

untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas

®Sohari Sahari, Figh Muamalah,(Bogor:Ghalia Indonesia, 2011).
®1Khumedi Ja“far. Figh Muamalah Kontemporer. h. 139.
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berkaitan erat dengan as-si’ir bukan as-saman karena as-si’ir
merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.®?

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa
pengertiaan.®®

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

2 31n g ahsall 1538 438 ISl il (5 5LSIA RS 50

“Tas’ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang

dagangan yang di lakukan penguasa kepada penjual makanan

di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”®*

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi’iyah):

0% -

138 Y giaall 5ot S 2L 51

“Tas’ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah)
atau wakilnya atas masyarakat dan Imam_memaksa mereka
untuk berjual beli pada harga itu. .

Menurut Imam Syaukani:

e ol bty T g iatia s
Mw\j\j:s;m)mmusw‘m@m\
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakllnya atau

siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku

pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka

®2Chairuman Pasaribu,Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:SinarGrafika,1996), h.57.

3K humedi Ja“far,Figh Muamalah Kontemporer . h. 142.

®Muh Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis & Metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya,cet. Ketiga,2011), h. 1.

®*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 233.
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kecuali dengan harga tertentu dan di larang ada tambahan atau
pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat. ™

2. Dasar Hukum Tas’ir
Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa campur tangan ini

memperoleh Iandasannya pada firman Allah swt'

).\;dh P‘y\ HA\} &u u);;jgusu\ dyjs\)‘m\ ‘;\ eﬁ)s cw@
oq4 )La L).u.\;\ K

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya”.(An-Nisa“: 59) .

Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah
dalam kegiatan:ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu
untuk™ menjaga masyarakat Islam _dan ‘menegakkan keseimbangan
dalam masyarakat. Nash itu mewajibkan atas semua umat Islam untuk
taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pada pendapat ini
menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka yang melaksanakan
kedaulatan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun di sana ada
pebedaan pendapat di antara para fugaha (ahli hukum Islam) dalam

menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.

3. Syarat-Syarat Tas’ir
Menurut para ulama fikih, syarat-syarat at-tas 'ir al-jabari adalah:

1) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.

®Muh Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis & Metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, cet. ketiga, 2011), h. 2.
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2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan
dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.

3) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan
menunjukkan para pakar ekonomi.

5) Penetapan harga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa
terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang
menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan
barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara
berkesinambungan, ini pihak penguasa harus membentuk suatu
badanyang secara khusus bertugas untuk itu.

7) Pemerintah-perlu dilibatkan dalam'penetapan harga yang tentunya
masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.®’

Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan
masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan
kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual
dengan mematok harga tertinggi. Penguasa tidak boleh
mengutamakan  kemaslahatan ~ penjual dan  mengabaikan
kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. la juga

tidak bolen melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan

®Evra Willya. Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari. h. 29.
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memaksa mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia
tetapkan. Untuk mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas
keseimbangan penawaran dan permintaan.
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan
penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam
hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika
hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan.
Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas’ir, menurut
kesepakatan ulama figh adalah al-maslahah al-mursalah.®®
1) Menurut jumhur ulama, tas“ir bertentangan dengan nash-nash
yang terdapat dalam Al-Qu‘“ran dan Hadis. Sebab, tas"ir bermakna
pemaksaan atas 'penjual’ dan atau pembeli untuk berjual-beli
dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang
karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta
miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia
sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas
sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan
nash diatas, hal itu tidak boleh terjadi.®®

2) Menurut Ibn  Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah
tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat
boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun

yang mereka sukai.

®8Tas’ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Didin Baharuddin Fakultas
Syariah Dan Ekonomi Islam lain Ambon, Vol. Xiii, No. 2, Desember 2017
®Rozalinda, Ibid., h. 383.
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3) Menurut ulama Mazhab Hanbali, serta ada dua alasan tidak
diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. Pertama,
Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk
menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu
kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya
ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai
dengan kesepakatannya dengan pembeli.

4) Menurut Sayyid Sabig juga menyatakan terlarang melakukan
tas"ir berdasarkan ketentuan hadis riwayat Anas ibn Malik di atas.
Menurutnya berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan haram
hukumnya melakukan tas'ir karena hal ini dikhawatirkan
mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan
transaksi terhadap hartanya.”

5) Menurut Yahya Bin Umar, berpendapat.bahwa al-tas“ir (penetapan
harga) tidak boleh dilakukan. la berhujjah dengan berbagai hadis
Nabi Saw tentang larangan tas“ir. Yahya bin Umar melarang
kebijakan penetapan harga (tas"ir) jika kenaikan harga yang terjadi
adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan
yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai
hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika
kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah,

sebagai intitusiformal yang memikul tanggung jawab menciptakan

7% Tas’ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Didin Baharuddin Fakultas
Syariah Dan Ekonomi Islam lain Ambon, Vol. Xiii, No. 2, Desember 2017



48

kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika
terjadi suatu aktifitas yang dapat membahayakan kehidupan
masyarakat luas.

Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan

intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

a) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan
tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat
menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar.
Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang
tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang
yang lain didasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.

b) Para pedagang melakukan praktik siyasahal-ighraq atau banting
harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat
sertd dapat'mengacaukan stabilitas harga pasar.”

Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang
tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga
yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah
berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah
dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika ia mendapati seorang
pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar.
la memberikan pilihan kepada pedagang tersebut,apakah menaikkan

harga sesuai dengan harga standar yang berlaku atau pergi dari pasar

7! Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),h.252.
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Pernyataan Yahya tersebut jelas mengindentifikasikan bahwa hukum
asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat
dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum
terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada
pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek
kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang mengharamkan
tas"ir secara mutlak, baik itu tas“ir untuk melindungi kepentingan
pedagang mau pun tas“ir untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal
itu dikarenakan dalil-dalil yang mengharamkan tas"ir bersifat mutlak,
atau tanpa disertai dengan taqyid, yaitu pemberian sifat atau syarat
atau batasan tetentu.. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan tas"ir
yang diharamkan hanyalah yang bersifat zalim,.sedang tas“ir yang
bersifatsadil dibolehkan. Dalil taqyid seperti ini tidak ada. Yang ada
justru adalah dalil mutlak dari hadis Anas r.adi atas, yaitu bahwa
tas"ir adalah kezaliman."

Adapun dikalangan ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama
mazhab Hambali abad pertengahan Ibn Taimiyah dan lbn Qayyimal-
Jauziah membedakan antara penetapan harga yang bersifat zalim dan
yang adil.

Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim

hukumnya dilarang. Sedangkan  yang bersifat adil hukumnya

"?Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljarah Syirkah, Al-ma‘rif, Bandung,

1995, h. 26.
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dibolehkan, bahkan Menjadi wajib jika memang diperlukan.
Penetapan harga yang bersifat zalim jika persediaan barang terbatas
sementara permintaan barang tinggi. Pada saat seperti itu, jika
pemerintah menetapkan harga, berarti mereka melakukan kezaliman.
Penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga
yang tidak mereka sukai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh
agama, hal ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan
dari Anas bin Malik di atas. Menurut hadis ini Rasulullah SawTidak
menetapkan harga meski terjadi pelonjakan harga dipasar.

Diharamkannya penetapan harga dalam hadis diatas bertujuan
untuk menghindari perlakuan zalim tehadap para pedagang, karena
kenaikan harga yang terjadi bukan kehendak sewenang-wenang para
pedagang... Penetapan harga dikatakan adil jika para pedagang
terbuktis"mempermainkan harga;=sehingga merugikan kepentingan
orang banyak. Penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman
dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga. Dalam
kondisi kezaliman tidak dapat lagi ditolak menurut ibn Taimiyah,
pemerintah wajib melakukan tas“ir (menetapkan harga) atas dasar
kepentingan masyarakat,karena tindakan yang dilakukan pedagang
akan membawa kemudharatan yang lebih besar.”

Sebagian ulama Malikiyah membolehkan tas"ir jika sebagian

kecil pedagang dipasar sengaja menjual dengan harga sangat murah,

"*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 385.
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sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Tas"ir
dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga
umumnya pedagang. Mayoritas mazhab Maliki menyatakan
pemerintah boleh (bahkan wajib) menetapkan harga jika terjadi
kenaikan harga, meskipun persediaan barang mencukupi. Alasan
yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat Islam, pemerintah
diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi
tercapainya kemaslahatan bersama.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan hukum
penetapan harga (Tas'ir) diperbolehkan apabila bersifat adil bahkan
dapat menjadi wajib jika memang benar-benar dibutuhkan demi
kemaslahatan masyarakat.

.Syarat-Syarat Penetapan Harga (at-Tas’ir)

Menurut.para ulama fikih, syarat-syarat.at-tas"ir al-jabari adalah:

1) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.

2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan
dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.

3) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan
menunjukkan parapakar ekonomi.

5)Penetapan harga dilakukan dengan caea terlebih dahulu

mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
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6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa
terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang
menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan
barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara
berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu
badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

7) Pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya
masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.”
Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan

masyarakat secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan

kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual
dengan mematok harga .tertinggi. Penguasa juga tidak boleh
mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan
pembelic dengan.. menetapkan harga terendah. la juga tidakboleh
melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan memaksa
mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk
mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan

penawaran dan permintaan.

"*Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratam,2007), h. 145.
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5. Macam-Macam Tas’ir

Para ulama figih membagi tas"ir kepada dua macam, yaitu:
Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan
ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas
menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan
mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dengan harga yang
berlaku secara alami ini tidak boleh campur tangan, karena campur
tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para
pedagang.

Kedua harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan
keadaan ekonomi ,masyarakat. penetapan harga .dari pemerintah
ini disebut dengan at-tas ir al-jabari.”

Adasbeberapa rumusan at-tas‘iksal-jabari yang dikemukakan
para ulama. Ulama Hambali mendefinisikan at-tas’ir al-jabari yaitu
“upaya pemerintah dalam menetapkan suatu harga komoditi serta
memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya”

Imam Ausyakani tokoh ushul fikih, mendefinisikan at-tas’ir
yaitu, “Intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka

tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga

7> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljarah, Syirkah, Al-ma’rif, Bandung,
1995, h. 32.
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yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan
bersama.’®

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang
harganya telah ditentukan pemerintah. Bahkan Ad-Duraini lebih
memperluas cakupan at-tas’ir al-jabari. Sesuai dengan perkembangan
keperluan masyarakat. menurutnya, ketetapan pemerintah tidak hanya
terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi
juga manfaat dan jasa para pekerja yang diperlukan masyarakat.
Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga
biasanya atau harga naik dengan harga tidak wajar Sesuai dengan
kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan
harga itu-adalah pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-
pakar ekonomi.. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus
mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen.
Menurut Ad-Duraini, apapun bentuk komiditi atau keperluan warga
suatu negara, untuk kemaslahan tanmereka, pihak pemerintah berhak
atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak

produsen dan konsumen yang terlibat tidak mendapatkan kerugian.”’

® Muh Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis & Metodologis, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya,cet. Ketiga,2011), h. 1.
""Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.
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